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 Domestic Violence (KDRT) is still a problem that must be addressed by the 

Indonesian government, recorded according to the National Commission on 

Women in 2022 an increase of 18,261 cases, even though law enforcement 

officials have implemented the Republic of Indonesia Police Regulation Number 

8 of 2021 concerning Handling Crimes Based on Restorative Justice. And the 

institution of the Prosecutor's Office, through the Regulation of the Prosecutor's 

Office of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination 

of Restorative Justice Prosecution. So it is necessary to analyze the urgency of 

restorative justice through penal mediation as a settlement of domestic violence 

cases in the perspective of restorative justice. This research uses a normative 

juridical method with a statutory approach. The results of the research are the 

procedures for implementing restorative justice through penal mediation in 

domestic violence cases carried out with the stages of the police report or 

complaint process by victims of domestic violence, finding post mortem evidence 

if physical violence has occurred, a statement of peace, a mutual agreement, and 

evidence of victim recovery. Meanwhile, in the scope of the prosecutor's office, 

the stages of the process of peaceful efforts, mutual agreement, fulfillment of 

justice, and issuance of a letter of termination of prosecution are carried out, 

and if the agreement is not fulfilled, the court process continues, and penal 

mediation is very important in domestic violence cases, because Law Number 

23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence does not provide 

special rules for restorative justice, so that the rights of children affected by 

domestic violence cannot be fulfilled. Therefore, it is important to implement 

Police and Prosecutor's Office Regulations on handling criminal offenses based 

on restorative justice to create a win-win solution and fulfill justice for the 

dignity of each party involved. 
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1. PENDAHULUAN 
 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi masalah yang harus ditangani 

oleh pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Tangga menjelaskan bahwa tindakan kejam yang menimbulkan 
penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran pada seseorang, khususnya 
perempuan dan anak, merupakan bentuk dari KDRT. Korban KDRT menerima dampak yang 
merugikan, seperti menurunnya rasa percaya diri perempuan dan menghambat partisipasi 
mereka dalam berpolitik. Efek ini juga mempengaruhi pola pikir dan kesehatan mereka, 
serta meninggalkan trauma pada pertumbuhan anak (Akbar dan Ginting 2022). 

Bahkan, pada masa pandemi Covid 19 berdasarkan data Komisi Nasional (Komnas) 
Perempuan mencatat bahwa selama tahun 2020 terdapat 8.234 kasus KDRT (“Catatan 
Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020” 2021). Tahun berikutnya, sejumlah 7.435 kasus 
KDRT dilaporkan. Faktor ekonomi menjadi alasan utama melakukan KDRT, dan situasinya 
semakin memburuk pada tahun 2022 dengan adanya peningkatan drastis menjadi 18.261 
kasus. Ini menunjukkan bahwa masalah KDRT di Indonesia masih terus berlangsung dan 
memerlukan tindakan yang serius untuk mengatasinya (Veryanto Sitohang 2022). Adapun 
dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1: Data Kasus KDRT Komnas Perempuan Pasca Pandemi Covid-19 
 

No Tahun Jumlah Kasus 
1 2020 8.234 
2 2021 7.435 
3 2022 18.261 

 
Tidak hanya itu, bahkan pasca pandemi Covid 19 menurut data Direktori Putusan 

Mahkamah Agung menunjukkan bahwa putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum 
tetap selama tiga tahun terakhir terus meningkat. Pada tahun 2020, tercatat 456 putusan 
kasus KDRT, diikuti dengan 537 putusan pada tahun 2021, dan meningkat lagi menjadi 576 
putusan pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa KDRT merupakan masalah besar yang 
perlu diterima dan ditangani dengan serius oleh pemerintah dan masyarakat, hal itu dapat 
dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2: Data Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Kasus KDRT pada Direktori 
Mahkamah Agung 

 
No Tahun Jumlah Putusan 
1 2020 456 
2 2021 537 
3 2022 576 

 
Data tersebut menunjukkan peningkatan kasus KDRT setiap tahunnya yang tentu tidak 

bisa diabaikan, perlu adanya gerakan khusus dan pengoptimalan hukum seperti pemulihan 
keadilan atau restorative justice yang harus segera dilakukan (Bintang 2021). Sehigga 
aparat penegak hukum seperti institusi kepolisian, institusi kejaksaan, dan mahkamah 
agung dapat terus berupaya dalam menangani dan memperkecil angka kasus KDRT 
(Corputty dan Fadillah 2021). 
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Selain itu, menurut kondisi penelitian tiga tahun terakhir berdasarkan data Lembaga 
pengindeks Lens.org dengan pencarian kata kunci Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
menunjukan bahwa restorative justice menjadi bidang studi teratas (Top Fields of Study), 
Hal ini menunjukkan masyarakat perlu untuk memahami dan mempelajari tentang cara 
untuk mengatasi KDRT melalui pendekatan restorative justice (Hafizh dkk. 2021). Dapat 
secara rinci dilihat pada Gambar 1. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gambar 1: Bidang Studi Teratas Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Data Lembaga 

Pengindeks Lens.org 
 

Selain itu, salah satu upaya dari aparat penegak hukum institusi kepolisian melalui 
Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak 
Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Menurut Kabareskrim Polri Agus Adrianto 
mengatakan bahwa pembentukan peraturan kepolisian tersebut dapat memberikan payung 
hukum secara jelas bagi aparat penegak hukum di kepolisian, dan dapat berupaya untuk 
memulihkan atau memperbaiki kepada pihak-pihak yang terlibat kasus KDRT (A. P. 
Anggraeni dan Ardianto 2020). 

Tidak hanya itu, hal senada pula dilakukan dalam lingkup institusi kejaksaan lembaga 
negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Terdapat 
aturan baru yakni dapat dilihat pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 
tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Keadilan Restoratif, aturan ini menunjukkan 
bahwa kejaksaan memiliki peran dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang 
penuntutan, dan memberikan solusi alternatif bagi konflik melalui pendekatan pemulihan 
keadilan bagi kasus KDRT (Rochaeti dan Muthia 2020). 

Salah satu bukti nyatanya ialah, baru-baru ini, viral kasus KDRT yang melibatkan 
penyanyi dangdut Lesti Kejora dengan suaminya, Rizky Billar, membuat heboh masyarakat. 
Setelah berminggu-minggu menjadi perbincangan dan banyak dukungan untuk Lesti 
sebagai korban KDRT, akhirnya kasus ini berakhir dengan damai setelah Lesti memutuskan 
untuk mencabut laporannya. Meski demikian, dokumen laporan polisi mengungkapkan 
bahwa Rizky Billar telah melakukan dua kali tindak pidana KDRT terhadap Lesti, termasuk 
mencekik, mendorong, dan membanting istrinya. Lesti pun akhirnya dirawat di rumah sakit 
setelah melaporkan suaminya. Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat akan 
pentingnya mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan bagi 
korban melalui restorative justice. 

Penelitian ini membahas penerapan mediasi penal sebagai penyelesaian perkara 
kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif restorative justice menurut hukum positif 
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di Indonesia. Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut Untuk menganalisa urgensi 
mediasi penal sebagai penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam 
perspektif restorative justice. Penelitian ini memberikan sumbangsih keilmuan, wawasan 
pengetahuan, dan dapat memberikan alternatif baru dalam sistem peradilan di Indonesia 
dalam hal keadilan hukum, kemanfaatan hukum, kepastian hukum restorative justice, dan 
mediasi penal, serta mengetahui urgensi penerapan Peraturan Kepolisian Republik 
Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan 
Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang 
Penghentian Penuntutan Keadilan Restoratif. 

 
2. LANDASAN TEORI 

Penelitian ini mencakup berbagai konsep, definisi, dan asumsi yang digunakan sebagai 
dasar bagi penelitian. Landasan teori membantu menentukan arah dan tujuan penelitian, 
memfokuskan pada masalah yang diangkat, dan memberikan dasar untuk memahami hasil 
penelitian. Dalam ilmu pengetahuan, landasan teori adalah dasar bagi membuat hipotesis, 
mengembangkan desain penelitian, dan menafsirkan hasil penelitian. Landasan teori juga 
membantu menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam penelitian. 
 
2.1. Teori Tujuan Hukum 

Untuk mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan 
asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Asas prioritas yang 
digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan   sebagai berikut: (Erwin 
[n.d.]). 

1. Keadilan Hukum 
2. Kemanfaatan Hukum 
3. Kepastian Hukum 

Hukum memiliki fungsi tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga menegakkan 
kepastian dan kemanfaatan. Berkaitan dengan hal tersebut asas prioritas yang telah 
ditelurkan Gustav Radbruch menjadi titik terang dalam masalah ini. Prioritas keadilan dari 
segala aspek lain adalah hal penting. 

 
2.2. Teori Keadilan Hukum 

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Menurut 
John Rawl situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga 
paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua 
syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi 
golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa 
sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan 
orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi 
semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar 
dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, 
kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial harus ditolak. John Rawls 
menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan 
haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan 
kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama 
bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang 
terjadi sehingga dapat keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi 
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setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung 
(Rawls [n.d.]). 

Konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prastyo tentang 
keadilan bermartabat adalah keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem 
hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif memberi identitas dirinya, 
ditengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem-sitem hukum dunia yang ada saat 
ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan ke dalam cara berhukum bangsa 
Indonesia (Rahardjo 1991). 

Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum 
berdasarkan Pancasila. Teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan 
yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik. Teori keadilan 
bermartabat menjauhkan sedini mungkin konflik dalam (conflict within the law). Penganut 
aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill. Sejalan dengan pemikiran 
Bentham Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk 
mencapai sebanyak mungkin kebahagian. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri 
manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri 
maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan 
mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia  (Salman 
1989). 

 
2.3. Teori Kemanfaatan Hukum 

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748- 1831). 
Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah 
suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, 
sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait. 

Bentham menyatakan maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya 
akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai 
baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan 
sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Sebaliknya dinilai buruk jika 
penerapannya menghasilkan akibat- akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya 
memperbesar penderitaan. 

Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian besar 
rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat 
yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum 
adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara (Tanya 2014). 

 
2.4. Teori Kepastian Hukum 

Istilah kepastian hukum dalam tataran teori hukum tidak memiliki pengertian yang 
tunggal. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah pendapat yang berusaha menjelaskan arti 
dari istilah tersebut dengan argumen dan perspektif tertentu, baik dalam pengertian yang 
sempit maupun luas. 

Yance Arizona berpendapat kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya 
dapat dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah 
ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas 
dan logis. Jelas, dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi - tafsir) dan logis 
dalam artian ia menjadi suatu sistem norma, dengan norma lain, sehingga tidak 
berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari 
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ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi 
norma. 

Pendapat ini dapat dikategorikan sebagai pendapat yang berperspektif legal 
positifism, karena lebih melihat kepastian hukum dari sisi kepastian perundang- undangan. 
Kepastian hukum harus diindikasikan oleh adanya ketentuan peraturan yang tidak 
menimbulkan multitafsir terhadap formulasi gramatikal dan antinomi antar peraturan 
sehingga menciptakan keadaan hukum yang tidak membawa kebingungan ketika hendak 
diterapkan atau ditegakkan oleh aparat penegak hukum (Ali 2014). 

Yance Arizona berpendapat:(Ali 2014) dalam bukunya teori hukum dan teori 
peradilan mengemukakan kepastian hukum itu berkaitan dengan putusan hakim yang 
didasarkan pada prinsip the binding for precedent (stare decisis) dalam sistem common 
law dan the persuasive for precedent (yurisprudensi) dalam civil law. Putusan hakim yang 
mengandung kepastian hukum adalah putusan yang mengandung prediktabilitas dan 
otoritas. Kepastian hukum akan terjamin oleh sifat prediktabilitas dan otoritas pada 
putusan-putusan terdahulu. 

Konsep tentang asas legalitas atau kepastian hukum juga dikemukakan Apeldorrn di 
mana kepastian hukum itu memiliki dua sisi yakni adanya hukum yang pasti bagi suatu 
peristiwa yang konkret dan adanya perlindungan terhadap kesewenang-wenangan 
(Sidharta 2013). 

Fuller menjabarkan pendapatnya tentang kepastian hukum, dengan menyatakan: (Ali 
2014). Kepastian hukum selalu berkaitan dengan hal-hal seperti adanya sistem hukum 
yang terdiri dari peraturan-peraturan, bukan berdasarkan putusan sesaat untuk hal-hal 
tertentu, peraturan tersebut diumumkan kepada publik, peraturan tersebut tidak berlaku 
surut, dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum, tidak boleh ada peraturan yang 
saling bertentangan, tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang dapat 
dilakukan, tidak boleh sering diubah-ubah, dan harus ada kesesuaian antara peraturan dan 
pelaksanaan sehari-hari. 

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normatif 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis. Kepastian 
hukum merupakan suatu keadaan di mana perilaku manusia baik individu, kelompok 
maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan 
hukum.  

Mencakup pengertian dan definisi konseptual dari variabel yang dipelajari, seperti 
mediasi penal, kekerasan dalam rumah tangga, dan restorative justice. Landasan konsep 
membantu memberikan konteks dan memperkuat argumen peneliti dalam melakukan 
penelitian. 
 
2.5. Mediasi Penal 

Menurut Barda Nawawi Arief mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif 
baru dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan pada umumnya digunakan pada 
lingkungan kasus perdata, tidak untuk kasus pidana. Berdasarkan perundang undangan 
yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat 
diselesaikan di luar pengadilan (Barda Nawawi Arief 2020). 

Selanjutnya, Bayu Ardian Aminullah menyatakan bahwa mediasi penal merupakan 
salah satu bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR) yaitu penyelesaian perkara pidana 
di luar pengadilan. ADR salah satunya adalah mediasi penal yang merupakan cara 
penyelesaian perkara pidana, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
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keadilan restoratif (restorative justice) yang lebih menekankan adanya perhatian terhadap 
kondisi korban dan pelaku tindak pidana untuk sebisa mungkin tidak dikenakan sanksi 
pidana (Aminullah 2020).  

Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa mediasi penal adalah suatu proses 
penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang bersifat 
netral, dihadiri oleh pihak yang memiliki kepentingan yaitu korban, pelaku, keluarga, dan 
perwakilan masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan 
masyarakat. 

 
2.6. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga, segala perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, hingga 
mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikologis, seksual, serta penelantaran 
termasuk ancaman untuk memaksa dan merampas kemerdekaan atau kebebasan yang 
bertentangan secara hukum dalam lingkup rumah tangga merupakan apa yang dimaksud 
dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Sibarani 2016). Lebih rinci, Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga adalah kekerasan yang dilakukan suami kepada istri, istri kepada suami, juga 
orang tua kepada anak. Kekerasan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan hukum dan 
menimbulkan berbagai pengaruh buruk sebagai akibat kekerasan yang dialami korban. 
Akibat kekerasan dapat berupa luka fisik serta terguncangnya mental korban, tidak jarang 
anak yang hidup dan besar di lingkungan rumah tangga penuh konflik kekerasan juga 
terdampak akibatnya (Alimi dan Nurwati 2021). 

Selanjutnya, Marzuki mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga dengan perilaku 
yang bersifat dan berciri keras, perbuatan tersebut mengakibatkan luka bahkan cacat yang 
berhubungan dengan rasa sakit serta hilangnya nyawa seseorang, dan perbuatan tersebut 
dilakukan tanpa adanya persetujuan atau pemaksaan kepada korban (Marzuki 2019). 
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa kekerasan merupakan tindakan 
yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan kekuatan fisik untuk mengintimidasi 
dan mengancam yang berkemungkinan besar menimbulkan rasa sakit, kerugian psikologis, 
perampasan kebebasan, bahkan kematian (Vika Azkila 2022).  

Sehingga, KDRT dapat diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan oleh seseorang 
kepada orang lain yang masih berada dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan ini 
merupakan tindakan agresif atau brutal yang dilakukan secara berulang dengan 
menggunakan kekuatan fisik untuk mengintimidasi, mengancam, menunjukkan kekuatan 
dengan cara memukul, memaki melalui kata-kata kasar ataupun berbentuk ancaman, dan 
memaksakan kehendak pada korban. 
 
2.7. Restorative Justice 

Restorative justice menurut Tony Marshall adalah suatu proses yang mana melibatkan 
semua pihak yang berkepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang 
bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan 
akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa yang akan datang (Tony Marshal 
2020). Marian Liebmann secara sederhana mengartikan restorative justice sebagai suatu 
sistem hukum yang memiliki tujuan untuk mengembalikan kesejahteraan baik bagi korban, 
pelaku, dan masyarakat yang telah rusak oleh kejahatan serta untuk mencegah pelanggaran 
atau tindakan kejahatan lebih lanjut (Marian Liebman 2020).  
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Selanjutnya, menurut Prof. Mahfud Md keadilan restoratif adalah pendekatan dalam 
penegakan hukum pidana yang mengusahakan penyelesaian secara damai dengan 
menjadikan hukum sebagai pembangun harmoni yang bukan sekedar mencari menang dan 
kalah serta bukan sekedar untuk menghukum pelaku dengan maksud membangun kondisi 
keadilan dan keseimbangan antara pelaku kejahatan, korban kejahatan, dan masyarakat 
(Mahfud 2021).  

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa restoratif 
justice merupakan penyelesaian suatu perkara tindak pidana dengan melibatkan pihak yang 
berkepentingan yaitu pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-
sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan 
kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. 

 
3. RESEARCH METHOD 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif (legal 
research), menggunakan pendekatan perundang–undangan (Statute approach), Pendekatan 
undang-undang (Statute Approach), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan 
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang tersangkut paut dengan isu hukum yang 
sedang dihadapi. Dari dasar penelitian ini adalah untuk kegiatan akademis, maka peneliti 
perlu mencari ratio legis dan dasar ontologi suatu undang-undang. Bahan hukum primer 
merupakan sumber bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. 
Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundangan, catatan-catatan resmi atau 
risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim 
(Sanusi and Sanusi 2005).  

Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain: 
1. Undang-Undang Dasar 1945 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Tangga 
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
4. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang 

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif 
5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang 

Penghentian Penuntutan Keadilan Restoratif. Surat Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia Nomor Pol: B/3022/XII/200S/SDEOPS tanggal 14 Desember 
2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute 
Resolution 

Bahan hukum sekunder, Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa, bahan hukum 
sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang 
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, 
teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan 
pengadilan (Sanusi and Sanusi 2005). 

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks 
tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam penelitian 
ini, seperti literatur-literatur dan buku-buku yang terkait dengan isu hukum, yakni dengan 
melakukan pencarian pada Lembaga pengindeks lens.org dengan kata kunci Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga, Restorative Justice, dan Mediasi Penal, serta mencari putusan 
berkekuatan hukum tetap pada Direktori Putusan Mahkamah Agung 3 tahun terakhir 
dengan kata kunci Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
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3.1. Analisa Bahan Hukum 

Bahan hukum yang telah diolah kemudian akan dianalisis menggunakan analisis 
deskriptif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu analisa hukum yang pada prinsipnya 
akan menggambarkan ataupun menerangkan suatu fenomena, kejadian atau peristiwa yang 
terkait dengan interaksi sosial dalam masyarakat guna mendapatkan makna dalam konteks 
yang sesungguhnya. Setelah bahan hukum dianalisis, maka tahap selanjutnya adalah 
penarikan kesimpulan. 

 
 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Temuan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan sepuluh 

mahasiswa yang terdaftar di program studi ilmu komunikasi Universitas Islam Negeri 
Sumatera Utara. Karena jarak fisik yang cukup besar antara peneliti dan subjek wawancara, 
para peneliti melakukan wawancara tidak langsung / jarak jauh melalui penggunaan 
WhatsApp. Untuk lebih akurat menggambarkan peristiwa yang dapat dimengerti dan 
realistis, metodologi kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. (Dharmawan, 
2022). 

 
4.1. Penerapan Mediasi Pena dalam Peraturan Kepolisian pada Kasus KDRT 

Kepolisian Negara Indonesia berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat, sebagai aparat penegak hukum kepolisian memiliki tugas utama yakni 
mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat, salah satunya adalah penanganan kasus 
tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (R. Anggraeni, Sofia, dan Adriansyah 
2021). Selain itu, kepolisian dalam menangani kasus pidana KDRT biasanya melakukan 
proses penyelidikan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, untuk 
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dan proses 
penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar dapat membuat terang tentang 
tindak pidana yang terjadi, serta untuk menemukan tersangkanya. Proses tersebut biasanya 
dilakukan oleh reserse kriminal, kemudian dilanjutkan proses litigasi atau tahap pengadilan. 

Namun, tidak hanya melalui poses litigasi, dalam kasus KDRT kepolisian juga dapat 
melakukan upaya non-litigasi seperi restorative justice (Karjoko dkk. 2021). Dasar 
hukumnya dapat dilihat pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 
tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan 
penyelesaian suatu perkara tindak pidana dengan melibatkan pihak yang berkepentingan 
yaitu pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada 
keadaan semula dan bukan pembalasan. 

Dalam aturan tersebut restorative justice juga berlaku persyaratan umum dan 
persyaratan khusus. Jika ditinjau dari kasus KDRT, persyaratan umum meliputi tidak 
menimbulkan keresahan dan atau penolakan masyarakat, karena hanya dalam lingkup 
internal keluarga, tidak berdampak konflik sosial, dan tidak berpotensi memecah belah 
bangsa, KDRT tidak bersifat radikalisme dan separatisme, serta bukan tindakan terorisme 
yang membahayakan banyak nyawa. Sehingga kasus KDRT sangat dimungkinkan untuk 
upaya restorative justice (lilik 2019). 

Sedangkan untuk persyaratan khusus, jika ditinjau dari kasus KDRT meliputi upaya 
perdamaian bagi seluruh anggota keluarga yang terlibat, melalui surat kesepakatan 
perdamaian yang ditandatangni semua pihak, bagi korban KDRT harus dipenuhi hak korban 
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dan tanggung jawab pelaku, sehingga baik persyaratan umum dan khusus tindak pidana 
KDRT sangat dimungkinkan upaya restorative justice dengan pendekatan mediasi penal. 
Mediasi penal menurut Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol: 
B/3022/XII/200S/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui 
Alternatif Dispute Resolution merupakan upaya yang paling sederhana dan mudah untuk 
dilakukan. 

Adapun tata cara penerapan restorative justice melalui mediasi penal pada kasus 
KDRT dilakukan adalah wajib mentaati persyaratan dokumen yang meliputi: 

1. Laporan atau pengaduan polisi oleh korban KDRT; 
2. Menemukan bukti visum apabila telah terjadi kekerasan fisik; 
3. Surat pernyataan perdamaian; 
4. Bukti pemulihan korban. 

Persyaratan tersebut ditindaklanjuti oleh reserse kriminal anggota polri yang bertugas 
sebagai pembinaan masyarakat dan Samapta polri pada proses penyelidikan dan 
penyidikan, serta  membuat surat permohonan proses restorative justice, surat 
permohonan tersebut dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau 
pihak lain yang terkait. 

Sedangkan untuk tugas utama reserse kriminal yang menangani kasus KDRT, 
diserahkan kepada petugas pembinaan masyarakat dan  samapta polri yang mana sebagai 
penyelenggara restoratif justice melalui mediasi penal, adapun fungsi tuganya meliputi: 

1. Mengundang pihak yang berkonflik seperti korban, pelaku, keluarga, dan 
pihak yang terlibat lainnya; 

2. Memfasilitasi tempat mediasi yang layak; 
3. Membuat laporan hasil-hasil pelaksanaan mediasi; 
4. Mencatat dalam buku register keadilan restoratif pemecahan masalah. 

Adapun alur scara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.  
 

 
Gambar 2: Alur Penerapan Restorative Justice Mediasi Penal pada Kepolisian 

1

• Membuat Laporan Polisi

• Membawa Bukti KDRT

2

• Mengajukan Permohonan Perdamaian

• Mengundang Pihak yang terlibat

• Menentukan Mediator

3

• Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Mediasi

• Mencatat dalam Buku Register Keadilan Restoratif

• Bukti Pemulihan Korban mediasi penal
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Namun, setelah pelaksanaan mediasi penal, dan sudah di setujui kesepakatan semua 
pihak, maka dilakukan penghentian penyelidikan dan penyidikan dengan membuat surat 
permohonan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian, Kepala Kepolisian Sektor dan Kepala 
Kepolisian Resor, sesuai dengan tingkatan. Yang dibuat oleh pelaku, korban, dan pihak yang 
terlibat, dengan melampirkan surat pernyataan perdamaian dan bukti pemulihan hak. 
Adapun pelaksanaan mediasi penal untuk kasus KDRT biasanya dilakukan pada Unit 
Perlindungan Perempuan dan Anak di Kantor Kepolisian (Yulia dan Prakarsa 2021). 

 
4.2. Penerapan Mediasi Pena dalam Peraturan Kejaksaan pada Kasus KDRT 

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah negara Indonesia yang memiliki kekuasaan 
dalam bidang penuntutan harus mampu memberikan kepastian hukum, ketertiban hukum, 
dan keadilan hukum (Sibuea dan Putri 2020). Salah satu bentuk upaya kejaksaan dalam 
mewujudkanya adalah restorative justice, bahwa terdapat upaya penyelesaian sengketa 
pada perkara tindak pidana yang melihat pemulihan keadilan, adanya perubahan paradigma 
yang mana hukum pidana modern tidak lagi mengedepankan pembalasan, namun berfokus 
pada pemulihan keadaan seperti semula dengan melihat keseimbangan dan perlindungan 
bagi korban. 

Dalam kasus KDRT kejaksaan dapat melakukan upaya restorative justice, yang 
tertuang pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang 
Penghentian Penuntutan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan payung 
hukum dan kepastian hukum mengenai kasus KDRT yang dapat dilakukan restorative 
justice. 

Berdasarkan aturan tersebut, menerangkan bahwa penghentian penuntutan 
penyelesaian perkara KDRT sebelum adanya litigasi, kejaksaan dapat melibatkan pelaku, 
korban, keluarga pelaku, keluarga korban, serta pihak yang terlibat untuk bersama-sama 
menyelesaikan sengketa melalui mediasi penal dengan memfokuskan pada pemulihan 
kembali sesuai keadaan semula, dan bukan pembalasan hukuman. 

Dalam penuntutan perkara KDRT, prinsip restorative justice selalu harus diutamakan. 
Hal ini meliputi aspek keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan pidana sebagai 
solusi terakhir. Upaya penuntutan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya 
ringan demi menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Jaksa Penuntut Umum juga 
memiliki kewenangan untuk menutup perkara, baik karena pelaku KDRT meninggal dunia, 
pengaduan dicabut oleh korban, penyelesaian perkara di luar pengaduan, kedaluwarsa 
penuntutan, atau putusan pengaduan lain atau perkara yang sama. Penutupan perkara ini 
dilakukan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan proporsional dan 
memperhatikan kepentingan umum. 

Sehingga pada kasus KDRT, para pihak yang sudah melakukan restorative jutice dapat 
menghentikan penuntutan. Adapun syarat penghentian penuntutan tersebut 
mengedepankan syarat restorative seperti, jaksa harus mampu memenuhi kepentingan 
korban, kepentingan hukum semua pihak, menghindari stigma negatif, menumbuhkan 
keadilan dan tidak memiliki rasa balas dendam, mewujudkan respons harmonis masyarakat, 
dan ketertiban umum (Zarkasi, Azisa, dan Haeranah 2022). 

Selain itu, dalam menangani kasus KDRT, pihak kejaksaan mempertimbangkan 
beberapa faktor penting untuk menentukan penghentian penuntutan. Mereka akan menilai 
sisi subjek, objek, kategori, dan ancaman dari kejahatan KDRT, serta mempertimbangkan 
latar belakang perbuatan dan tingkat ketercelaannya. Selain itu, mereka juga 
memperhatikan bahwa kejahatan KDRT tidak mengakibatkan potensi hilangnya nyawa 
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seseorang dan melihat kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut. Cost and benefit 
dari penanganan kasus KDRT juga menjadi pertimbangan penting bagi pihak kejaksaan. 
Terakhir, adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka juga berpengaruh 
pada keputusan penghentian penuntutan (Girsang dkk. 2021). Oleh karena itu, pihak 
kejaksaan melakukan evaluasi cermat dan mempertimbangkan beberapa faktor penting 
sebelum mengambil keputusan penghentian penuntutan pada kasus KDRT. 

Sedangkan, dari sisi tersangka juga mempengaruhi penghentian penuntutan pada 
kasus KDRT. Tersangka harus memenuhi beberapa syarat agar restorative justice dapat 
dilakukan antara lain, pertama, tersangka baru pertama kali melakukan kejahatan KDRT, 
kedua, tindak pidana yang dilakukan tidak lebih dari 5 tahun, ketiga, kerugian yang 
diakibatkan oleh kejahatan tidak lebih dari 2.500.000,00 dan dapat diancam dengan pidana 
denda, dan keempat, tersangka tidak mengandung unsur kelalaian yang bersifat kasuistik. 
Oleh karena itu, penghentian penuntutan pada kasus KDRT juga sangat dipengaruhi oleh sisi 
tersangka dan kepatuhannya terhadap syarat yang ditentukan.  

Sedangkan untuk mewujudkan pelaksanaan restorative justice dan membawa 
keputusan penghentian penuntutan, tersangka harus memenuhi beberapa syarat yang 
memegang peran penting (Huda dkk. 2020). Syarat-syarat tersebut tidak hanya sekadar 
formalitas, namun memiliki arti yang signifikan bagi korban dan masyarakat. Pertama, 
tersangka harus memperbaiki kerugian yang diterima oleh korban, seperti memberikan 
nafkah kepada istri dan anak. Kedua, tersangka harus membuat kesepakatan perdamaian 
dengan korban. Jadi, pastikan untuk memenuhi syarat-syarat ini agar para pihak bersama-
sama bisa mewujudkan pelaksanaan restorative justice dan membawa keadilan bagi semua 
pihak. 

Dalam pelaksanaan pengehntian penuntutan, dilakukan dengan tata cara perdamaian, 
kejaksaan memiliki tata cara restorative justice melalui mediasi penal, setelah penyerahan 
tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti tahap dua. adapun tata cara mediasi penal 
secara rinci dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3: Tahapan Restorative Justice Mediasi Penal pada Penuntut Umum 

Namun, apabila upaya damai mengalami penolakan pada salah satu pihak, baik antara 
korban dengan tersangka, maka penuntut umum, dapat membuat tidak tercapaianya 

1

• Penuntut Umum menyampaikan Upaya Perdamaian

• Persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi penal

• Terlebih dahulu Penuntut umum memanggil korban secara sah 
serta alasan pemanggilan

2

• Memanggil seluruh pihak yang terkait dengan surat resmi 

• Penuntut umum menjelaskan proses mediasi penal

• Serta menjelaskan maksud dan tujuan, hak dan kewajiban, dan 
hak menolak upaya damai

3

• Penunjukan Mediator dan dapat dilakukan proses mediasi

• Kesepakatan bersama dan diterimanya upaya perdamaian

• Penuntut umum membuat laporan upaya perdamaian kepada 
Kepala Kejaksaan Negeri, diteruskan Kepala Kejaksaan Tinggi
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perdamaian melalui berita acara, penuntut umum membuat nota pendapat bahwa perkara 
KDRT dilimpahkan kepada proses pengadilan, untuk proses persidangan, sebagaimana 
mestinya. 

Sebagai tindakan keadilan bagi para korban KDRT, Restorative Justice menawarkan 
solusi damai sebagai alternatif dari proses hukum yang berbelit-belit dan memakan waktu. 
Dalam proses Restorative Justice, penuntut umum memegang peran penting sebagai 
fasilitator yang bertanggung jawab untuk membantu kedua belah pihak, korban dan 
tersangka, mencapai kesepakatan perdamaian (Sukardi dan Purnama 2022). 

Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dan mengutamakan musyawarah dan 
mufakat, tanpa ada unsur paksaan, tekanan, atau intimidasi. Penuntut umum memastikan 
bahwa proses ini bersifat netral dan tidak mempunyai kepentingan atau keterlibatan dalam 
kasus KDRT (Wangga 2022). Proses mediasi penal dilaksanakan baik di Kantor Kejaksaan 
atau di tempat lain yang memungkinkan. Selain itu, proses mediasi penal dan pemenuhan 
kewajiban atas kesepakatan bersama kedua belah pihak membutuhkan waktu maksimal 14 
hari sejak tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti diserahkan. 

Adapun tugas penuntut umum harus menyaksikan proses penandatanganan surat 
kesepakatan perdamaian, membuat berita acara dan nota pendapat. Hasil perdamaian 
diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan diproses oleh Kepala Kejaksaan Tinggi yang 
mempertimbangkan penghentian penuntutan atau melanjutkan proses hukum. Penerbitan 
surat penghentian penuntutan dilakukan 2 hari setelah persetujuan dari Kepala Kejaksaan 
Tinggi, dengan mencatat hasil perdamaian dalam register penghentian penuntutan untuk 
kepentingan umum. 

Dengan demikian, restorative justice menawarkan solusi cepat, efisien, dan 
memuaskan bagi kedua belah pihak (Karjoko dkk. 2021). Proses ini memberikan 
kesempatan bagi tersangka untuk memperbaiki kesalahannya dan memperbaiki hubungan 
dengan korban, serta memberikan keadilan bagi korban dengan cara yang lebih 
menyenangkan (Fajrin dan Triwijaya 2020). Jadilah bagian dari solusi damai ini dan bangun 
kembali kepercayaan serta harmoni masyarakat. 

Selain itu, apabila dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai kedua belah pihak 
sepakat, antara tersangka dan korban tanda tangan, diwajibkan terdapat dua saksi yang ikut 
tanda tangan dengan diketahui penuntut umum. Dan mulai dilaksanakan pemenuhan 
tanggung jawab dan pemenuhan kewajiban sesuai kesepakatan, dengan waktu maksimal 14 
hari dan terbit surat penghentian penuntutan. Namun, jika pemenuhan kewajiban dan 
tanggung jawab tersebut tidak dijalankan sesuai prosedur hukum, maka penuntut umum 
membuat berita acara tidak terpenuhinya atau tidak tercapainya kesepakatan perdamaian, 
membuat nota pendapat dan melakukan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan dengan 
menyertakan alasan. 

 
4.3. Urgensi Penerapan Media Penal sebagai Penyelesaian Perkara KDRT  

Dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hasil mediasi penal yang 
berupa kesepakatan bersama biasanya tergantung kepada pemulihan keadilan, sesuai 
keinginan korban, hukuman yang biasanya berupa hukuman penjara, atau hukuman denda, 
kini dapat diubah menjadi penalti atau hukuman yang disepakati korban dan pelaku KDRT 
(Aminullah 2020). Penalti tersebut biasanya dapat berupa perjanjian pemintaan maaf, 
membayar ganti rugi, rehabilitasi, dan bisa juga kompensasi finansial. Akan tetapi, hasil 
kesepakatan bersama pada mediasi penal sangat bergantung pada situasi dan kondisi 
masing-masing kasus, sehingga tidak ada satu penalti yang sama untuk setiap kasus. Namun, 
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tujuan dari mediasi penal adalah membantu pihak-pihak menemukan solusi adil yang 
memuaskan bagi semua pihak (Eryke dan Herlambang 2020). 

Berdasarkan Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (UUD 1945), setiap orang berhak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan 
yang sah dan memperoleh perlindungan bagi diri, keluarga, lingkungan hidup, dan kekayaan 
yang diwariskan dan diciptakan oleh generasi sebelumnya dan yang akan datang. Ini 
merupakan hak asasi manusia yang harus diakui dan dilindungi oleh pemerintah, termasuk 
bagi korban KDRT. 

Adapun berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah memberikan landasan hukum yang kuat bahwa 
seseorang perlu untuk dilindungi. Akan tetapi, Undang-Undang tersebut tidak memberikan 
ruang aturan khusus pada pelaksanaan restorative justice yang mana, pelaksanaan 
restorative justice sangat berguna bagi upaya penyelesaian sengketa pada kasus KDRT (Elja 
2022). Sehingga, penerapan restorative justice harus dimaksimalkan oleh aparat penegak 
hukum. 

Tidak hanya itu, apabila pelaku KDRT adalah seorang suami terhadap istri dapat 
memengaruhi hak-hak anak. Jika sang ayah tersebut menjalani hukuman pidana penjara, 
maka anak mungkin akan mengalami kesulitan ekonomi dan kesulitan emosional (Sulaeman 
2016). Hak-hak anak yang mungkin tidak dapat dipenuhi seperti hak atas kasih sayang, 
perlindungan, bimbingan dari kedua orang tua, hak atas pendidikan yang layak dan akses 
informasi, hak mendapatkan nafkah, dan hak atas keamanan dan perlindungan dari 
kekerasan. Oleh karena itu, seorang anak juga perlu mendapatkan keadilan. 

Apabila pelaku KDRT adalah seorang istri terhadap suami, maka juga dapat 
berpengaruh kepada anak. Seorang anak akan mengalami mengalami depresi, kesedihan, 
gangguan konsentrasi, dan masalah emosional, perilaku, sosial dan psikologis, karena tidak 
mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Sehingga, pemulihan keadilan kasus KDRT sangat 
pantas untuk dilakukan, karena dapat memulihkan keadilan hak-hak anak yang terenggut 
atas terjadinya kasus KDRT (Muljono 2015). 

Tidak hanya itu, nama baik keluarganya pun harus mendapatkan keadilan terutama 
seorang istri. Adapun teori keadilan bermartabat mengatakan bahwa keadilan harus 
diterapkan dengan memperhatikan martabat manusia. Konsep ini menekankan bahwa 
setiap individu harus memperoleh perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif dalam tata 
hukum dan pemerintahan. Keberlakuan hukum harus sama tanpa membedakan jenis 
kelamin, agama, ras, atau latar belakang sosial ekonomi.  

Martabat manusia harus menjadi prioritas utama dalam menerapkan keadilan. Hak 
asasi manusia harus dijunjung tinggi dan tidak boleh dilanggar. Dalam teori ini, prinsip 
keadilan bermartabat mencakup keadilan distributif, konsekuensial, dan komutatif. 
Keadilan distributif berfokus pada pembagian sumber daya yang adil bagi seluruh keluarga. 
Keadilan konsekuensial memperhitungkan dampak tindakan pelaku terhadap korban. 
Keadilan komutatif memperhatikan hubungan antar individu dan memastikan bahwa setiap 
individu memperoleh hak yang sama (Prasetyo dan Kameo 2019). 

Maka dari itu, Kasus KDRT dapat merusak martabat manusia dan tidak sesuai dengan 
prinsip-prinsip keadilan. KDRT melibatkan kekerasan hak-hak individu dan pengabaian 
terhadap martabat manusia. Sehingga, dalam kasus KDRT sangat penting dilakukan 
pemulihan keadilan dan perbaikan kerugian dan memulihkan hubungan antara individu, 
keluarga, dan anak, dengan mengatasi penyebab konflik dan kejahatan, serta berupaya 
mempertemukan korban, pelaku, dan pemangku kepentingan terkait untuk menemukan 
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solusi yang disepakati bersama dan memberikan kesempatan untuk penyembuhan dan 
rekonsiliasi. 

Akan tetapi, tidak semua jenis kejahatan KDRT dapat dilakukan restorative justice, 
menurut Edward Omar Sharif Hiariej, hanya kejahatan KDRT yang tidak berdampak pada 
keselamatan jiwa dan hilangnya nyawa, serta kejahatan yang hanya menyebabkan kerugian 
pada properti atau martabat keluarga, yang dapat dilakukan restorative justice (Edward 
Omar 2022). Ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, mengurangi beban pada 
aparat penegak hukum, dan mencegah terjadinya kejahatan KDRT di masa yang akan datang 
(Makleat 2020).  

Oleh karena itu, pembagian jenis kejahatan KDRT yang dapat dilakukan restorative 
justice perlu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan hukum yang tepat dan adil, maka 
sangat penting untuk menerapkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 
2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan 
Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan 
Keadilan Restoratif (Fernando 2020). 

Sehingga, melaksanakan mediasi penal dalam kasus KDRT dapat mengupayakan 
penyelesaian yang win-win solution, serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan 
(Esther, Naibaho, dan Christine 2020). Prinsip mediasi penal akan sejalan dengan sifat dari 
Undang-undang KDRT, dan mediasi merupakan sebuah perantara untuk mengambil 
kesepakatan antara pelaku dan korban. Mediasi juga dapat digunakan sebagai alternatif 
penyelesaian kasus KDRT yang berbeda-beda dan optimal. 
 
5. KESIMPULAN 

Restorative justice melalui mediasi penal sangat penting untuk dilakukan pada kasus 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), karena Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak memberikan ruang aturan 
khusus pada pelaksanaan restorative justice. Selain itu, pelaku KDRT baik dilakukan suami 
atau istri, akan berdampak kepada anak. Hak-hak anak tidak dapat dipenuhi seperti hak atas 
kasih sayang, perlindungan,  bimbingan dari kedua orang tua, hak atas pendidikan yang 
layak dan akses informasi, hak mendapatkan nafkah, dan hak atas keamanan dan 
perlindungan dari kekerasan. Oleh karena itu, seorang anak juga perlu mendapatkan 
keadilan. Maka setiap pihak yang terlibat kasus KDRT, martabatnya harus menjadi prioritas 
utama dalam menerapkan keadilan. 

Sehingga, sangat penting untuk menerapkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia 
Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif 
dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian 
Penuntutan Keadilan Restoratif, karena dapat terciptanya win-win solution, serta berupaya 
menjadi solusi atas permasalahan. Prinsip mediasi penal akan sejalan dengan sifat dari 
Undang-Undang KDRT. 

 
6. SARAN 

Dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), jika perbuatan yang dilakukan tidak 

berat, seperti tidak berdampak pada keselamatan jiwa dan hilangnya nyawa, serta kejahatan yang 

hanya menyebabkan kerugian pada properti atau martabat keluarga, seharusnya dapat dilakukan 

mediasi penal, karena mediasi penal akan terwujud restorative justice. 
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